REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PONOROGO
URUSAN WAJIB/PILIHAN
NAMA PEMERINTAH DAERAH : PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN PEMERINTAHAN : KEPEGAWAIAN
PERIODE YANG DINILAI 12024
A |PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Peningkatan
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan administrasi
perkantoran sesuai dengan SOP
1 |Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja P gkat Daerah
1.1 |Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah  Dokumen Dokumen perencanaan tidak RO0.405.26. |Sekretaris data dukung penyusunan |internal dan Pelaksanaan program BKPSDM 2 4 melakukan koordinasi dan
Perangkat daerah Perencanaan Perangkat tersusun tepat waktu 11 anggaran dari masing eksternal dan kegiatan akan tidak komunikasi dengan bidang-
Daerah masing bidang yang tidak sesuai dengan bidang pemilik data untuk
tersedia perencanaan segera menyediakan data-
data yang diperlukan
1.2 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |lumlah Laporan Capaian Kinerja  |Pengumnpulan data dukung RO0.405.26. |Sekretaris kurangnya ketersediaan  |internal membutuhkan waktu BKPSDM 2 4 berkomunikasi dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |dan lkhtisar Realisasi Kinerja tidak tepat waktu 12 data atau data yang sedikit lebih lama untuk koordinasi dengan bidang
Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil dikumpulkan bidang mendapatkan data pemilik data secara intens
Koordinasl Penyusunan Laporan kurang lengkap yang lengkap agar segera tercukupi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2 |Administrasi Keuangan Perangkat
daerah
2.1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Kekurangan Anggaran kas ROO0.405.26. |Sekretaris Adanya kesalahan internal dan Tidak Terbayarkannya BKPSDM 2 4 Berkomunikasi dengan
Menerima Gaji dan untuk pencairan gaji dan 21 perhitungan karena eksternal gaji dan Tunjangan Bidang Anggaran BPPKAD
Tunjangan ASN |tunjangan adanya mutasi ASN, secara tepat waktu dalam penentuan besaran
Kenaikan Pangkat ASN, anggaran Gaji ASN
dan Perubahan Status
ASN
2.2 |Penyedizan Admi asi Pelal Jumlah Dokumen Hasil terlambatnya pembayaran RO0.405.26. |Sekretaris Menunggu antrian internal dan tertundanya BKPSDM 2 4 melakukan rapelan
Tugas ASN Penyediaan Administrasi honor keuangan di awal tahun |2.2 turunnya SK Bupati terkait | eksternal pengerjaan [ pencairan pembayaran setelah SK
Pelaksanaan Tugas ASN honor pengelola Bupati turun
keuangan
3 |Admini i Kepegawaian Perangkat
3.1 [Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, |Kurangnya ketersediaandata |R00.405.26. |Kabid baru tahap awal internal dan aplikasi e-kinerja masih | ASN Ponorogo 2 4 melakukan studi tiru ke
Kinerja Pegawai Evaluasi, dan dalam penyusunan aplikasi 31 Pembinaan penggunaan aplikasi e eksternal belum bisa diterapkan kabupaten lain yang telah
Penilaian Kinerja Pegawai kinerja kinerja dari BKN di ponorogo menggunakan aplikasi e-
kinerja dari BKN
3.2 |Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Lambatnya pemenuhan ROOD.405.26. |Kabid Mutasi |SK Pensiun persetujuan  |internal dan SK Pensiun datang ASN Ponorogo 2 a4 Terus berkoordinasi dengan
Dipulangkan dokumen dari instansi lain 32 dan Promosi | teknisnya menunggu dari [eksternal terlambat/telat BKN Regional Il untuk update

terkait pengurusan pensiun

BKN

diberikan kepada yang

bersangkutan

informasi Pertek Pensiun
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3.3 |Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Peraturan terkait pemindah RO0.405.26. |Kabid Mutasi | Adanya aturan baru yang |internal dan menyesuaikan dengan | ASN yang ma 2 4 Terus berkoordinasi dengan
dipindahtugaskan tugasan ASN yang sering 33 dan Promosi | diterbitkan BKN atau eksternal peraturan baru agar mutasi masuk BKN Regional Il untuk update
berubah instansi lain terkait tetap sesuai prosedur atau keluar informasi mekanisme pindah
pemindah tugasan ASN Ponorogo tugas
3.4 |Bimbingan Teknis Impler asi lumiah ASN yang ik bimtek dilaksanakan pada hari |R0O0.405.26. |Kabid peserta kadang masih internal dan peserta tidak maksimal | ASN Ponorogo 2 4 memberikan himbauan agar
Peraturan Perundang undangan bimbingan teknis kerja 34 Pembinaan disibukkan dengan eksternal menyerap ilmu dalam pekerjaan rutin dilaksanzkan
pekerjaan rutin di bimtek saat jeda istirahat bimtek
dinasnya saat mengikuti
bimtek
4 |Admini iUl Perangkat daerah
4.1 |Penyediaan Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan |ada barang milik daerah yang |R00.405.26. |Sekretaris Pengadministrasi barang |internal pada tahun berjalan BKPSDM 2 4 mengupayakan agar
Perlengkapan Kantor Perlengkapan belum tercatat di buku Barang 4.1 biasanya melakukannya di beberapa barang baru |registrasi barang bisa
Kantor yang Disediakan Milik daerah akhir tahun belum memiliki nomor dilakukan setelah barang
register diterima tidak menunggu
akhir tahun
4.2 |Penyediaan bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik |penyediaan bahan logistik R0O0.405.26. |Sekretaris terlambatnya pengiriman [internal dan Terhambatnya BKPSDM 2 4 memberikan peringatan
Kantor yang kantor tidak maksimal 4.2 logistik semisal mamin eksternal pelaksanaan kepada pihak catering
Disediakan harian dan alat tulis
kantor
4.3 |Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan |harga fluktuatif dan lamanya  |ROD.405.26. | Sekretaris Penyedia menyesuaikan |internal dan anggaran BKPSDM 2 4 koordinasi dengan penyedia
penggandan Penggandaan durasi pengerjaan 4.3 |dengan harga pasar eksternal menyesuaikan dengan agar ketika barang segera
yang Disediakan harga dari penyedia dibutuhkan segera
diselesaikan dan dikirim
4.4 |Penyediaan Bahan bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | pengiriman bahan bacaan RO0.405.26. |Sekretaris karena dari agen besar internal dan para ASN terlambat BKPSDM 2 4 koordinasi dengan penyedia
Peraturanperundang-undangan dan Peraturan Perundang- terlambat 4.4 memang terlambat eksternal mendapatkan bahan alasan keterlambatan
Undangan yang Disediakan bacaan
4.5 |Penyelenggaran rapat koordinasi dan [Jumlah  Laporan jumlah peserta rapat melebihi |RO0.405.26. |Sekretaris menghadirkan tim dari internal dan bertambahnya biaya BKPSDM 2 4 selektif dzlam menugaskan
konsultasi SKPD Penyelenggaraan  Rapat dari jumlah undangan 4.5 bidang lain untuk eksternal perjalanan dinas personel, namun jika
Koordinasi dan Konsultasi SKPD memudahkan pengerjaan memang dibutuhkan maka
tugas perlu penyesuaian anggaran
5 |Penyediaan JasaF jang urusan
urusan g intah daerah
5.1 |Penyediaan Jasa ko ikasi, Sumb Jumlah Laporan Penyedi koneksi telepon dan internet  |R00.405.26. |Sekretaris kondisi teknis dari pihak  |internal dan pelaksanaan tugas ASN BKPSDM 2 4 Menghubungi rekanan untuk
daya air dan listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya  |sering error 51 penyedia eksternal terganggu karena segera melakukan perbaikan
Air dan Listrik yang Disediakan banyak pekerjaan atas gangguan
membutuhkan koneksi
internet
5.2 |Penyediaan lasa pelay Umurn Jumiah Laporan Penyediaan Honor Tenaga Non ASN ROO0.405.26. |Sekretaris Kinerja Pegawai Kontrak |internal tidak mengetahui BKPSDM 2 4 mengingatkan pegawai
kantor Jasa Pelayanan Umum kantor  |tidak dapat disesuaikan 5.2 tidak terukur ukuran berhasil kontrak tentang poin-poin
dengan kinerja kompetensinya tidaknya kinerja perjanjian kerja di kontrak
pegawai kontrak untuk dilaksanakan
6 |Pemeliharan Barang milik daerah
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6.1 |Penyedian Jasa Pemeliharan, biaya Jumiah Kendaraan Perorangan Pemakaian BEM sulit diprediksi |ROD.405.26. |Sekretaris harga Pertamax naik internal dan C sulit memperkirakan BKPSDM 2 4 mengantisipasi jika anggaran
pemeliharaan dan pajak kendaran Dinas atau Kendaraan Dinas 6.1 turun sesuai ketetapan eksternal kecukupan kebutuhan tidak cukup melakukan
perorangan Dinas atau Kendaran dinas |Jabatan yang Dipelihara dan pertamina BBM hingga akhir penambahan pada PAK
jabatan dibayarkan Pajaknya tahun
6.2 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumiah Peralatan dan Mesin |Pekerjaan terhambat karena  |R00.405.26. |Sekretaris aplikasi kadang minta internal dan C pelaksanaan tugas ASN BKPSDM 2 4 Menghubungi rekanan untuk
lainnya Lainnya yang komputer error baik hardware |6.2 update, dan SDM kurang | eksternal terganggu segera melakukan perbaikan
Dipelihara maupun software memahami software atas gangguan
terbaru
6.3 |Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan |Jumlah Gedung Kantor dan kinerja aparatur terganggu ROO0.405.26, | Sekretaris perbaikan gedung kantor |internal dan C pelaksanaan tugas ASN BKPSDM 2 4 koordinasi dengan rekanan
prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya akibat rehab atau 6.3 mengganggu aktifitas eksternal terganggu agar rehab gedung
bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pemeliharaan gedung kantor kantor dilaksanakan di luar jam
kerja ASN
B |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  |Indeks Profesionalitas ASN
7 |Pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian ASN
7.1 |Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis |Jumlah Dokumen Hasil Tidak terbitnya formasi untuk  |R0O0.405.26. |Kepala Bidang |OPD tidak mengusulkan  |Internal dan C Pemerintah Kabupaten Pemerintah 2 4 Melakukan koordinasi ke
dan Jumiah jabatan untuk pelaksanan |Penyusunan Rencana Kebutuhan, |pengadaan CPNS 74 Perencanaan, |formasi yang dibutuhkan |Eksternal Ponorogo tidak dapat Kabupaten 0OPD
pengadaan ASN Jenis dan Jummlah Jabatan untuk Pengadaan, mengusulkan Ponorogo
7.2 |Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan Jumiah Dokumen Kegiatan Tidak terlaksananya Kegiatan |RO0.405.26. [Kepala Bidang |Ketidakpastian Kebijakan |Eksternal uc Kebutuhan Pegawai Pemerintah 2 4 Meningkatkan koordinasi
PNS dan PPPK Koordinasi dan Koordinasi dan Fasilitasi 7.2 Perencanaan, |Pemerintah Pusat terkait Tidak Terpenuhi Kabupaten dengan BKN dan Kemenpan
Fasilitasi Pengadaan PNS dan Pengadaan ASN dan PPPK Pengadaan, [pelaksanaan Test Ponorogo terkait pelaksanaan
PPPK Pengolahan  |Pengadaan ASN Pengadan ASN
Data dan
| Sistem
Informasi ASN
7.3 |Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang| Tidak terlaksanaya kegiatan RO0D.405.26. |Kepala Bidang |Terbatasnya Anggaran Internal dan [ Tidak terlaksanaya Pemerintah 2 4 Peningkatan Koordinasi
Difasilitasi Jevent terkait KORPRI baik di  |7.3 Perencanaan, |dan ketidakaktifan Eksternal kegiatan fevent terkait Kabupaten
tingkat Kabupaten maupun Pengadaan, |kepengurusan KORPRI KORPRI baik di tingkat Ponorogo
Provinsi Pengolahan Kabupaten maupun
Data dan Provinsi
Sistem
Informasi ASN
7.4 |Pengelolaan Sistem Informasi Jumiah data Hasil Pengelolaan |Tidak terlaksananya ROD.405.26. | Kepala Bidang |Jaringan Sistem Aplikasi | Eksternal c Tidak terlaksananya Pemerintah 2 4 Peningkatan Koordinasi dan
Kepegawaian Sistern Pengembangan SAPK/ Simas 7.4 Perencanaan, |Pelayanan Kepegawaian Pengembangan SAPK/ Kabupaten Sosialisasi
Informasi Kepegawaian Hebat Pengadaan, [SAPK Online tidak Simas Hebat Ponorogo
Pengolahan  |berfungsi dengan baik
Data dan
Sistem
Informasi ASN
8 |Mutasi dan Promosi ASN




8.1 |Pengelolaan Mutasi ASN Jumilah Dakumen Hasil Penempatan tidak sesuai RO0.405.26. | Kepala Bidang |Belum tersedianya Internal 1. Penempatan ASN Pejabat 1. Dilaksanakannya
Pel 1 Mutasi Jab dengan kualifikasi dan 8.1 Mutasi dan standart kompetensi tidak memenuhi salah Pembina Assassment Center ( Uji
Pimpinan Tinggi, Jabatan kompetensi Promosi pejabat. satu syarat Kepegawaian Kompetensi )
Administrasi, Jabatan Pelaksana Tidak tersedianya berdasarkan sistem 2. Mengajukan anggaran
dan Mutasi ASN antar Daerah anggaran untuk merit sehingga untuk penyelenggaraan
menyelenggarakan berdampak pada penilaian kompetensi
penilaian kompetensi bagi kinerja
pejabat administrator 2, ASN yang tidak
profesional dan
berkompeten
8.2 |Pengelalaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah P lolaan Kenaik Keter!, 1 penerbitan 5K |ROO.405.26. |Kepala Bidang |1. Kurangnya kesadaran  |Internal dan Berkas PNS yang akan | Aparatur Sipil Peningkatan Koordinasi
Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN 82 Mutasi dan ASN untuk mengisi data  |Eksternal Kenaikan Pangkat tidak | Negara { ASN)
Promosi kepegawaian di Simas dapat diproses dilingkungan
Hebat sehingga data Pemerintah
kepegawalannya kurang Kabupaten
lengkap Ponorogo
2. Tidak adanya
koordinasi antara ASN ybs
dengan Pejabat Pengelola
Kepegawaian di masing -
masing OPD
8.3 |Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Tidak adanya pelamar sesual  |R0O0.405.26. |Kepala Bidang |Kurang minatnya pejabat |Internal dan Penempatan ASN tidak Pejabat Melaksanakan koordinasi
Pengelolaan Promosi formasi yang dibutuhkan 83 Mutasidan  |untuk mengikuti Seleksi  |Eksternal memenuhi salah satu Pembina dan konsultasi kepada KASN
Promosi Terbuka JPT Pratama syarat berdasarkan Kepegawalan untuk mendapatkan
Sistem Merit sehingga persetujuan pelaksanaan
berdampak pada Seleksi Jabatan Tinggi dan
kinerja melaporkan kembali setelah
selesal pelaksanaan.
9 |Pengembangan Komp i ASN
9.1 |Peningkatan Kapastitas Kinerja ASN Jumiah ASN yang Meningkat Terhambatnya rencana ROO.405.26. |Kepala Bidang |Kebijakan dan Eksternal Pengembangan karir Aparatur Sipil Koordinasi dan Sosialisasi
Kapasitasnya (PMK) peningkatan Kapasitas Kinerja (9.1 Pengembanga |kewenangan BKN ASN terhambat Negara ( ASN )
ASN n Kompetensi di lingkungan
Sumber Daya Pemerintah
Manusia Kabupaten
Ponorogo
9.2 |Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN [Jumlah ASN yang Terhambatnya ijin/tugas ROO0.405.26. |Kepala Bidang | Berkas pengajuan Internal dan Pengembangan karir Aparatur Sipil Koordinasi dan Sosialisasi
Mendapatkan Pendidikan belajar bagi ASN 9.2 Pengembanga |ljin/tugas Belajar yang Eksternal ASN terhambat Negara { ASN )
Lanjutan n Kompetensi |kurang lengkap dan dilingkungan
Sumber Daya |menunggu proses di Pemerintah
Manusia tingkat BKN Kabupaten
Ponorogo
9.3 [Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jurlah ASN Fungsional yang Pembinaan labatan Fungsional |R0O0.405.26. |Kepala Bidang |Terkait dengan aturan Eksternal Pembinaan Jabatan Aparatur Sipil Koordinasi dan Sosialisasi
Dibina belum dilaksanakan secara 9.3 Mutasi dan yang berbeda di dalam Fungsional belum Negara { ASN )
{maksimal Promosi induk setiap jabatan dilaksanakan secara di lingkungan
fungsional maksimal Pemerintah
Kabupaten
Ponorogo
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10 |Penilaian dan Evaluasi Kinerja m m.mg
Aparatur
10.1 | Pengelolaan pemberian pemberian Jumlah ASN yang Diberikan Berkas yang diusulkan belum  |RO0.405.26. |Kepala Bidang | Ketidakpahaman dan Internal dan Berkas PNS yang akan Aparatur Sipil 4 1. Memberikan informasi
penghargaan bagi Pegawai Penghargaan memenuhi persyaratan 101 Pembinaan, |kekeliruan PNS dalam Eksternal menerima penghargaan| Negara { ASN ) secara lisan maupun tertulis
Penilaian menghitung masa kerja tidak dapat diproses di lingkungan melalui Surat Edaran kepada
Kinerja dan sebagai syarat pengajuan Pemerintah Pejabat Pengelola
Kesejahteraan (usulan Tanda Jasa Kabupaten Kepegawaian OPD/ Unit
ASN Satyalencana Karya Satya Ponorogo Kerja
X, XX dan XXX tahun 2. Memberikan sosialiasi
atau pemahaman terkait
sistern Aplikasi Pelayanan
Usulan Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya
berbasis WEB dari
Kemendagri ( SIOLA ) kepada
Pejabat Pengelola
Kepegawaian OPD.
10.2 |Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Meningkatnya Pelanggaran ROO0.405.26. | Kepala Bidang |Kurangnya kesadaran Internal Meningkatnya Aparatur Sipil 4 Peningkatan Koordinasi dan
Mendapatkan Pembinaan Disiplin bagi ASN { khususnya |10.2 Pembinaan, |Pegawai untuk masuk dan Pelanggaran Disiplin Negara ( ASN ) Sosialisasi
Kedisiplinan {Bimtek Peraturan  |terkait Jam Kerja dan Tingkat Penilaian pulang kerja sesuai bagi ASN di lingkungan
Perundang-undangan) Kehadiran) Kinerja dan dengan aturan yang telah Pemerintah
Kesejahteraan |ditetapkan Kabupaten
ASN Ponorogo
10.3 |Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran |lumiah Laporan Hasil Pengelolaan | Meningkatnya Pelanggaran ROOD.405.26. | Kepala Bidang | OPD tidak melaporkan Internal dan Hukuman disiplin tidak | Aparatur Sipil 4 Melakukan upaya preventif
Disiplin ASN Penyelesaian Disiplin bagi ASN 10.3 Pembi dan melengkapi dokumen | Eksternal segera dijatuhkan/ Negara { ASN ) dan pendekatan dalam
Pelanggaran Disiplin ASN Penilaian terhadap ASN yang diduga diputuskan di lingkungan memberikan solusi terhadap
Kinerja dan melakukan pelanggaran Pemerintah penyelesaian masalah di
Kesejahteraan |disiplin Kabupaten lingkungan kerja dalam
ASN Ponorogo bentuk konseling pegawai
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
C |PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase SDM aparatur Pemda
SUMBER DAYA MANUSIA yang memiliki sertifikasi keahlian
11 [Pengembangan Kompetensi Teknis
11.1 | Penyelenggaraan Pengembangan Jumiah ASN yang Mengikuti Kurang minatnya Pegawai ROD.405.26. | Kepala Bidang | Kompetensi pegawai yang |Internal dan Persentase jumlah Kepala Bidang 2 Peningkatan koordinasi
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pengembangan Kompetensi untuk mengikuti Kompetensi 11,1 Pengembanga |rendah Eksternal pegawai yang Pengembangan
Pilihan Bagi Jabatan Administrasi melalui meeting zoom n Kompetensi mengikuti pelatihan Kompetensi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Sumber Daya rendah Sumber Daya
Konkuren, Perangkat Daerah Manusia Manusia
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum
12 |Sertifikasi, Kelembagaan,
B 4 - .
Manajerial dan Fungsional




REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PONOROGO

URUSAN WAJIB/PILIHAN
NAMA PEMERINTAH DAERAH : PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN PEMERINTAHAN : KEPEGAWAIAN
PERIODE YANG DINILAI ;2023
A |PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Peningkatan
r.mz_maz._.bxbz DAERAH pelayanan administrasi
perkantoran sesual dengan SOP
1 |Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja P gkat Daerah
1.1 |Penyusunan dokumen perencanaan Jumilah  Dokumen Dokumen perencanaan tidak  |ROD.405.26. | Sekretaris data dukung penyusunan Pelaksanaan program BKPSDM melakukan koordinasi dan
Perangkat daerah Perencanaan Perangkat tersusun tepat waktu 11 anggaran dari masing dan kegiatan akan tidak komunikasi dengan bidang-
Daerah masing bidang yang tidak bidang pemilik data untuk
tersedia segera menyediakan data-
data yang diperlukan
1.2 |Keordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Capaian Kinerja | Pengumpulan data dukung RO0.405.26. | Sekretaris kurangnya ketersediaan membutuhkan waktu BKPSDM berkomunikasi dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tidak tepat waktu 1.2 data atau data yang sedikit lebih lama untuk koordinasi dengan bidang
Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil dikumpulkan bidang mendapatkan data pemilik data secara intens
Koordinas! Penyusunan Laporan kurang lengkap agar segera tercukupi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2 |Admini T \gan Perangk
2.1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |Jumlah Orang yang Kekurangan Anggaran kas ROO0.405.26. |Sekretaris Adanya kesalahan Tidak Terbayarkannya BKPSDM Berkomunikasi dengan
Menerima Gaji dan untuk pencairan gaji dan 21 perhitungan karena gaji dan Tunjangan Bidang Anggaran BPPKAD
Tunjangan ASN tunjangan adanya mutasi ASN, secara tepat waktu dalam penentuan besaran
Kenaikan Pangkat ASN, anggaran Gaji ASN
dan Perubahan Status
ASN
2.2 |Penyediaan Administrasi Pelal Jumlah Dok Hasil terlambatnya pembayaran RO0.405.26, |Sekretaris Menunggu antrian BKPSDM melakukan rapelan
Tugas ASN Penyediaan Administrasi honor keuangan di awal tahun |2.2 turunnya SK Bupati terkait pengerjaan / pencairan pembayaran setelah SK
Pelaksanaan Tugas ASN honor pengelola Bupati turun
keuangan
3 |Administrasi Kepegawaian Perangkat
daerah
3.1 |Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Jumiah Dokumen Monitoring, |Kurangnya ketersediaandata |RO0.405.26. |Kabid baru tahap awal aplikasi e-kinerja masih | ASN Ponorogo melakukan studi tiru ke
Kinerja Pegawai Evaluasi, dan dalam penyusunan aplikasi 31 Pembinaan penggunaan aplikasi e belum bisa diterapkan kabupaten lain yang telah
Penilaian Kinerja Pegawai kinerja kinerja dari BKN menggunakan aplikasi e-
kinerja dari BKN
3.2 |Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Lambatnya pemenuhan ROO.405.26. |Kabid Mutasi [SK Pensiun persetujuan 5K Pensiun datang ASN Ponorogo Terus berkoordinasi dengan
Dipulangkan dokumen dari instansi lain 3.2 dan Promosi  |teknisnya menunggu dari BKN Regional Il untuk update
terkait pengurusan pensiun BKN diberikan kepada yang informasi Pertek Pensiun




3.3 |Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Peraturan terkait pemindah ROO0.405.26. |Kabid Mutasi | Adanya aturan baru yang |internal dan menyesuaikan dengan | ASN yang mau 2 4 Terus berkoordinasi dengan
dipindahtugaskan tugasan ASN yang sering 33 dan Promosi | diterbitkan BKN atau eksternal peraturan baru agar mutasi masuk BKN Regicnal Il untuk update
berubah instansi lain terkait tetap sesuai prosedur atau keluar informasi mekanisme pindah
pemindah tugasan ASN Ponorogo tugas
3.4 |Bimbingan Teknis Implementasi Jumiah ASN yang mengikuti bimtek dilaksanakan pada hari |R00.405.26. |Kabid peserta kadang masih internal dan peserta tidak maksimal | ASN Ponorogo 2 4 memberikan himbauan agar
Peraturan Perundang undangan bimbingan teknis kerja 34 Pembinaan disibukkan dengan eksternal menyerap ilmu dalam pekerjaan rutin dilaksanakan
pekerjaan rutin di bimtek saat jeda istirahat bimtek
dinasnya saat mengikuti
bimtek
4 |Administrasi Umum Perangkat daerah
4.1 |Penyediaan Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan |ada barang milik daerahyang |RDO.405.26, [Sekretaris Pengadministrasi barang |internal pada tahun berjalan BKPSDM 2 4 mengupayakan agar
Perlengkapan Kantor Perlengkapan belum tercatat di buku Barang |4.1 biasanya melakukannya di beberapa barang baru registrasi barang bisa
Kantor yang Disediakan Milik daerah akhir tahun belum memiliki nomor dilakukan setelah barang
register diterima tidek menunggu
akhir tahun
4.2 |Penyediaan bahan Logistik Kantor lumlah Paket Bahan Logistik |penyediaan bahan logistik RO0.405.26. |Sekretaris terlambatnya pengiriman |internal dan Terhambatnya BKPSDM 2 4 memberikan peringatan
Kantor yang kantor tidak maksimal 42 logistik semisal mamin eksternal pelaksanaan kepada pihak catering
Disediakan harian dan alat tulis
kantor
4.3 |Penyediaan barang cetakan dan lumiah Paket Barang Cetakan dan |harga fluktuatif dan lamanya  |RO0.405.26. |Sekretaris Penyedia menyesuaikan  |internal dan anggaran BKPSDM 2 4 koordinasi dengan penyedia
penggandan Penggandaan durasi pengerjaan 4.3 dengan harga pasar eksternal menyesuaikan dengan agar ketika barang segera
yang Disediakan harga dari penyedia dibutubkan segera
diselesaikan dan dikirim
4.4 |Penyediaan Bahan bacaan dan Jumilah Dokumen Bahan Bacaan  |pengiriman bahan bacaan ROO.405.26, |Sekretaris karena dari agen besar internal dan para ASN terlambat BKPSDM 2 4 koordinasi dengan penyedia
Peraturanperundang-undangan dan Peraturan Perundang- terlambat 44 memang terlambat eksternal mendapatkan bahan alasan keterlambatan
ot yang Disediak bacaan
4.5 |Penyelenggaran rapat koordinasi dan |[Jumlah  Laporan jumlah peserta rapat melebihi [RD0.405.26. Sekretaris menghadirkan tim dari internal dan bertambahnya biaya BKPSDM 2 4 selektif dalam menugaskan
konsultasi SKPD Penyelenggaraan  Rapat dari jumlah undangan 4.5 bidang lain untuk eksternal perjalanan dinas personel, namun jika
Koordinasi dan Konsultasi SKPD memudahkan pengerjaan memang dibutuhkan maka
tugas perlu penyesuaian anggaran
5 |Penyediaan Jasa Penunjang urusan
urusan pemerintah daerat
5.1 |Penyediaan Jasa k ikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan koneksi telepon dan internet | RO0.405.26. | Sekretaris | kondisi teknis dari pihak  |internal dan pelaksanaan tugas ASN BKPSDM s 4 Menghubungi rekanan untuk
daya air dan listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya  |sering error 51 penyedia eksternal terganggu karena segera melakukan perbaikan
Air dan Listrik yang Disediakan banyak pekerjaan atas gangguan
membutuhkan koneksi
internet
5.2 |Penyediaan Jasa pelay Umum Jumlah Laporan Penyediaan Honor Tenaga Non ASN ROO.405.26. | Sekretaris Kinerja Pegawai Kontrak |internal tidak mengetahui BKPSDM 2 4 mengingatkan pegawal
kantor Jasa Pelayanan Umum kantor  |tidak dapat disesuaikan 5.2 tidak terukur ukuran berhasil kontrak tentang poin-poin
dengan kinerja kompetensinya tidaknya kinerja perjanjian kerja di kontrak
pegawai kontrak untuk dilaksanakan
& |Pemeliharan Barang milik daerah
Penunjang urusan Pemerintal




6.1 |Penyedian Jasa Pemeliharan, biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Pemakaian BBM sulit diprediksi [RO0.405.26, |Sekretaris harga Pertamax naik internal dan C sulit memperkirakan BKPSDM 2 4 mengantisipasi jika anggaran
pemeliharaan dan pajak kendaran Dinas atau Kendaraan Dinas 6.1 turun sesuai ketetapan  |eksternal kecukupan kebutuhan tidak cukup melakukan
perorangan Dinas atau Kendaran dinas |Jabatan yang Dipelihara dan pertamina BBM hingga akhir penambahan pada PAK
jabatan dibayarkan Pajaknya tahun

6.2 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin  |Pekerjaan terhambat karena RO0.405.26. |Sekretaris aplikasi kadang minta internal dan c pelaksanaan tugas ASN BKPSDM 2 4 Menghubungi rekanan untuk
lainnya Lainnya yang komputer error baik hardware |6.2 update, dan SDM kurang |eksternal terganggu segera melakukan perbaikan

Dipelihara maupun software memahami software atas gangguan
terbaru

6.3 |Pemeliharaan frehabilitasi sarana dan |Jumlah Gedung Kantor dan kinerja aparatur terganggu RO0O.405.26. |Sekretaris perbaikan gedung kantor |internal dan L pelaksanaan tugas ASN BKPSDM 2 4 |koordinasi dengan rekanan
prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya akibat rehab atau 63 mengganggu aktifitas eksternal terganggu agar rehab gedung
|bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pemeliharaan gedung kantor kantor dilaksanakan di luar jam

kerja ASN
B |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  |Indeks Profesionalitas ASN
7 |Pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian ASN

7.1 |Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis |Jumlah Dokumen Hasil Tidak terbitnya formasi untuk  |RO0.405.26. | Kepala Bidang |OPD tidak mengusulkan | Internal dan c Pemerintah Kabupaten Pemerintah 2 4 Melakukan koordinasi ke
dan Jumlah jabatan untuk pelaksanan |Penyusunan Rencana Kebutuhan, |pengadaan CPNS 741 Perencanaan, |formasi yang dibutuhkan |Eksternal Ponorogo tidak dapat Kabupaten 0OPD
pengadaan ASN Jenis dan Jumiah Jabatan untuk Pengadaan, mengusulkan Ponorogo

7.2 |Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan Jumlah Dokumen Kegiatan Tidak terlaksananya Kegiatan |RO0.405.26. |Kepala Bidang | Ketidakpastian Kebijakan |Eksternal uc Kebutuhan Pegawai Pemerintah 2 4 Meningkatkan koordinasi
PNS dan PPPK Koordinasi dan Koordinasi dan Fasilitasi 7.2 Perencanaan, |Pemerintah Pusat terkait Tidak Terpenuhi Kabupaten dengan BKN dan K 1pan

Fasilitasi Pengadaan PNS dan Pengadaan ASN dan PPPK Pengadaan, |pelak Test Ponorogo terkait pelaksanaan

PPPK Pengolahan  |Pengadaan ASN Pengadan ASN
Data dan
Sistem
Informasi ASN

7.3 |Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang| Tidak terlaksanaya kegiatan ROO0.405.26. | Kepala Bidang | Terbatasnya Anggaran Internal dan C Tidak terlaksanaya Pemerintah 2 4 Peningkatan Koordinasi
Difasilitasi fevent terkait KORPRI baikdi  |7.3 Perencanaan, |dan ketidakaktifan Eksternal kegiatan fevent terkait Kabupaten
tingkat Kabupaten maupun Pengadaan, |kepengurusan KORPRI KORPRI baik di tingkat Ponorogo
Provinsi Pengolahan Kabupaten maupun
Data dan Provinsi
Sistem
Informasi ASN
7.4 |Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah data Hasil Pengelolaan |Tidak terlaksananya ROOD.405.26. |Kepala Bidang |laringan Sistem Aplikasi  |Eksternal C Tidak terlaksananya Pemerintah 2 4 Peningkatan Koordinasi dan
Kepegawaian Sistern Pengembangan SAPK/ Simas  |7.4 Perencanaan, |Pelayanan Kepegawaian Pengembangan SAPK/ Kabupaten Sosialisasi

Informasi Kepegawaian Hebat Pengadaan, |SAPK Online tidak Simas Hebat Ponorogo
Pengolahan  |berfungsi dengan baik
Data dan
Sistemn
Informasi ASN

8 |Mutasi dan Promosi ASN




Kegiatan URAIAN KODE : URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG
/ RESIKO : ! TERKENA ’
8.1 |Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Penempatan tidak sesuai ROD.405.26. | Kepala Bidang |Belum tersedianya Internal 1. Penempatan ASN Pejabat 1. Dilaksanakannya
Pelaksanaan Mutasi Jabatan dengan kualifikasi dan 8.1 Mutasi dan standart kompetensi tidak memenuhi salah Pembina Assassment Center ( Uji
Pimpinan Tinggi, Jat komy i Promaosi pejabat. satu syarat Kepegawaian Kompetensi )
Administrasi, Jabatan Pelaksana Tidak tersedianya berdasarkan sistem 2. Mengajukan anggaran
dan Mutasi ASN antar Daerah anggaran untuk merit sehingga untuk penyelenggaraan
menyelenggarakan berdampak pada penilaian komp i
penilaian kompetensi bagi kinerja
pejabat administrator 2. ASN yang tidak
profesional dan
berkompeten
8.2 |Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN lumlah Pengelolaan Kenaikan Keterlambatan penerbitan SK | RO0.405.26. | Kepala Bidang |1. Kurangnya kesadaran | Internal dan Berkas PNS yang akan Aparatur Sipil Peningkatan Koordinasi
Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN 8.2 Mutasidan  |ASN untuk mengisi data | Eksternal Kenaikan Pangkat tidak | Negara ( ASN )
Promasi kepegawaian di Simas dapat diproses di lingkungan
Hebat sehingga data Pemerintah
kepegawaiannya kurang Kabupaten
lengkap Ponorogo
2. Tidak adanya
koordinasi antara ASN ybs
dengan Pejabat Pengelola
Kepegawaian di masing -
masing OPD
8.3 |Pengelolaan Promaosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Tidak adanya pelamar sesuai  |RO0.405.26. |Kepala Bidang |Kurang minatnya pejabat |Internal dan Penempatan ASN tidak Pejabat Melaksanakan koordinasi
Pengelolaan Promosi formasi yang dibutuhkan 83 Mutasi dan untuk mengikuti Seleksi | Eksternal memenuhi salah satu Pembina dan konsultasi kepada KASN
Promaosi Terbuka JPT Pratama syarat berdasarkan Kepegawaian untuk mendapatkan
Sistem Merit sehingga persetujuan pelaksanaan
berdampak pada Seleksi Jabatan Tinggi dan
kinerja melaporkan kembali setelah
selesai pelaksanaan.
9 |Pengembangan Komy nsi ASN
9.1 |Peningkatan Kapastitas Kinerja ASN  |Jumlah ASN yang Meningkat Terhambatnya rencana ROO.405.26. |Kepala Bidang |Kebijakan dan Eksternal Pengembangan karir Aparatur Sipil Koordinasi dan Sosialisasi
Kapasitasnya (PMK) peningkatan Kapasitas Kinerja 9.1 Pengembanga |kewenangan BKN ASN terhambat Negara ( ASN )
ASN n Kompetensi di lingkungan
Sumber Daya Pemerintah
Manusia Kabupaten
Ponorogo
9.2 |Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN [Jumlah ASN yang Terhambatnya ijin/tugas RO0.405.26. | Kepala Bidang | Berkas pengajuan Internal dan Pengembangan karir Aparatur Sipil Koordinasi dan Sosialisasi
Mendapatkan Pendidikan belajar bagi ASN 9.2 Pengembanga |ljin/tugas Belajar yang Eksternal ASN terhambat Negara { ASN )
Lanjutan n Komp i |kurang lengkap dan di lingkungan
Sumber Daya |menunggu proses di Pemerintah
Manusia tingkat BKN Kabupaten
Ponorogo
9.3 |Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Pembinaan Jabatan Fungsional |R00.405.26. |Kepala Bidang | Terkait dengan aturan Eksternal Pembinaan Jabatan Aparatur Sipil Koordinasi dan Sosialisasi
Dibina belum dilaksanakan secara 9.3 Mutasidan  |yang berbeda di dalam Fungsional belum Negara ( ASN )
| maksimal Promosi induk setiap jabatan dilaksanakan secara di lingkungan
fungsional maksimal Pemerintah
Kabupaten
Ponorogo
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10 |Penitaian dan Evaluasi Kinerja
10.1 | Pengelolaan pemberian pemberian Jumlah ASN yang Diberikan Berkas yang diusulkan belum  |RO0.405.26. |Kepala Bidang |Ketidakpahaman dan Internal dan Berkas PNS yang akan Aparatur Sipil 2 2 1. Memberikan informasi
penghargaan bagi Pegawai Penghargaan memenuhi persyaratan 10.1 Pembinaan, |kekeliruan PNS dalam Eksternal menerima penghargaan| Negara { ASN ) secara lisan maupun tertulis
Penilai menghitung masa kerja tidak dapat diproses di lingkungan melalui Surat Edaran kepada
Kinerja dan  |sebagai syarat pengajuan Pemerintah Pejabat Pengelola
Kesejahteraan |usulan Tanda Jasa Kabupaten Kepegawaian OPD/ Unit
ASN Satyalencana Karya Satya Ponorogo Kerja
X, XX dan XXX tahun 2. Memberikan sosialiasi
atau pemahaman terkait
sistem Aplikasi Pelayanan
Usulan Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya
berbasis WEB dari
Kemendagri ( SIOLA ) kepad
Pejabat Pengelola
Kepegawaian OPD.
10.2 |Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Meningkatnya Pelanggaran ROO0.405.26. |Kepala Bidang | Kurangnya kesadaran Internal Meningkatnya Aparatur Sipil 2 2 Peningkatan Koordinasi dan
Mendapatkan Pembinaan Disiplin bagi ASN ( khususnya  |10.2 Pembinaan, |Pegawai untuk masuk dan Pelanggaran Disiplin Negara ( ASN ) Sosialisasi
Kedisiplinan (Bimtek Peraturan  [terkait Jam Kerja dan Tingkat Penilaian pulang kerja sesuai bagi ASN di lingkungan
Perundang-undangan) Kehadiran) Kinerja dan  |dengan aturan yang telah Pemerintah
Kesejahteraan |ditetapkan Kabupaten
ASN Ponorogo
10.3 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran |Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan | Meningkatnya Pelanggaran ROOD.405.26. | Kepala Bidang |OPD tidak melaporkan Internal dan Hukuman disiplin tidak | Aparatur Sipil 2 2 Melakukan upaya preventif
Disiplin ASN Penyelesaian Disiplin bagi ASN 103 Pernbinaan, |dan melengkapi dokumen |Eksternal segera dijatuhkan/ Negara ( ASN ) dan pendekatan dalam
Pelanggaran Disiplin ASN Penilaian terhadap ASN yang diduga diputuskan di lingkungan memberikan solusi terhadap
Kinerja dan melakukan pelanggaran Pemerintah penyelesaian masalah di
Kesejahteraan |disiplin Kabupaten lingkungan kerja dalam
ASN Ponorogo bentuk konseling pegawai
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
C |PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase SDM aparatur Pemda
SUMBER DAYA MANUSIA yang memiliki sertifikasi keahlian
11 |Pengembangan Kompetensi Teknis
11.1 |Penyelenggaraan Pengembang Jumlah ASN yang Mengikuti |Kurang minatnya Pegawai RO0.405.26. | Kepala Bidang |Kompetensi pegawai yang | Internal dan Persentase jumlah Kepala Bidang 1 2 Peningkatan koordinasi
Kompetensi Teknis Urnum, Inti, dan Pengembangan Komyj i untuk mengikuti Kompetensi 111 | Pengembanga |rendah Eksternal pegawai yang Pengembangan
Pilihan Bagi Jabatan Administrasi melalui meeting zoom n Kompetensi mengikuti pelatihan Kompetensi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Sumber Daya rendah Sumber Daya
Konkuren, Perangkat Daerah Manusia Manusia
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum
12 |Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional




12.1 |Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di  |[Jumlah ASN yang Keterbatasan anggaran dalam |R0D0.405.26. |Kepala Bidang | Kompetensi pegawai yang | Eksternal Banyak pegawai tidak | Pegawai Negeri 4 Berkoordinasi dengan TAPD
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan  |Tersertifikasi Lingkup pelaksanaan sertifikasi ASN 12.1 Pengembanga |rendah bisa naik pangkat Sipil Golongan agar kegiatan ujian dinas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota n Kompetensi /d bisa ditakukan setiap tahun.

Sumber Daya
Manusia

12.2 |Penyelenggaraan Pengembang lah Laporan Hasil Kurang minatnya Pegawai R0OD.405.26. | Kepala Bidang |Tidak adanya peneriman | Eksternal Persentase jumlah Kepala Bidang 3 Peningkatan koordinasi
Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Penyelenggaraan Pengembangan |untuk gikuti Kompetensi  |12.2 Pengembanga |CPNS di Tahun 2022 pegawai yang Pengembangan
Jabatan Pimy 1 Tinggi, Jabat Komp i bagi Pimpi bagi Pimpinan Tinggi dan tidak n Kompetensi |sehingga tidak mengikuti pelatihan Kompetensi
Fungsional, Kepemimpinan, dan Daerah, Jabatan Pimpinan terlaksananya kegiatan Latsar Sumber Daya |dilaksanakan diklat latsar menurun Sumber Daya
Prajabatan Tinggi, Jabatan bagi CPNS Manusia Manusia

Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan ’




